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PUTUSAN
Nomor 303/Pdt.G/2024/MS.Idi

< EEA )
APl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurlelawati binti Yahya, NIK. 1103035104820006, tempat dan tanggal lahir di
Idi, 11 April 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus
rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di
Dusun Blang Lhok, Gampong Titi Baro, Kecamatan
Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, saat ini
berdomisili di Gampong Tualang Dalam, Kecamatan
Idi  Timur, Kabupaten Aceh Timur, sebagai
Penggugat;

melawan

Adi M. Ali bin M. Ali, NIK. 1103031003810008 tempat dan tanggal lahir di Idi,
10 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan
Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di
Dusun Blang Lhok, Gampong Titi Baro, Kecamatan
Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, sebagai
Tergugat;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 18 Juli
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2024 dengan register perkara Nomor 303/Pdt.G/2024/MS.Idi, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 11 November 2001 Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh
Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0118/030/1V/2019,
Tertanggal 24 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal
dirumah milik bersama sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat
Penggugat diatas Dusun Blang Lhok, Gampong Titi Baro, Kecamatan Idi
Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) telah
dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama;
3.1.Ulfa Rahmi (Perempuan, Idi, 21 Juli 2005);

3.2. Muhammad Ilham (Laki-laki, Idi, 25 Desember 2009);
3.3. Ulfa Mahira (Perempuan, Idi, 17 Juni 2013);
3.4. Muhammad Farhan (Laki-laki, Idi, 22 Juli 2018);

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun
dan harmonis nhamun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat Tergugat
mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
disebabkan;
4.1. Tergugat tidak menghargai, tidak peduli dan sering
mengabaikan Penggugat sebagai istri;
4.2. Tergugat mengalami kelainan seksual, di saat berhubungan
suami istri dengan Penggugat Tergugat selalu memasukkan benda
lain kedalam kemaluan Penggugat dan Penggugat tidak menerima
perbuatan Tergugat oleh sebab itu Penggugat dengan Tergugat sering
cekcok;
4.3. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas
kepada Penggugat disaat marah Tergugat sering memaki-maki
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Penggugat dengan kata-kata kasar yang tidak pantas bahkan

Tergugat pernah memukul Penggugat sampai memar-memar (KDRT)

dan sering mengusir Penggugat dari rumabh;

4.4, Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah membuat

perjanjian (Taklik) jika Penggugat dan Tergugat melanggar perjanjian

(Taklik) tersebut maka diantara Penggugat Tergugat jatuhlah Talak;
5. Bahwa menghadapi sikap Tergugat diatas, sebelumnya Penggugat
bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Tergugat
sesuai kewajiban seorang istri serta berusaha menasehati Tergugat.
Namun nasehat yang di berikan oleh Penggugat tidak membuat Tergugat
lebih baik, justru pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan
tergugat semakin kerap terjadi dan semakin parah sehingga mencapai
puncaknya pada sekira bulan Desember 2023, yang mana sejak saat
ituTergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat dan telah berjalan selama
7 bulan lebih sampai saat ini yang berakibat Penggugat dan Tergugat tidak
lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut
diatas, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangganya
melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-
baik, bahkan dengan melibatkankan perangkat desa, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat adalah seorang yang miskin dan tidak mampu
membayar biaya perkara sesuai dengan surat keterangan miskin terlampir
oleh karenanya biaya perkara di bebankan kepada Negara sesuai dengan
surat izin  ketua Makamah Syariyah Idi No: 860/KMS.W1-
A14/HK2.6/V11/2024 tanggal 17 Juli 2024;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Mahkamah Syariyah Idi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Adi M. Ali bin M.
Ali) kepada Penggugat (Nurlelawati binti Yahya);
3. Membebankan biaya perkara kepada negara DIPA Makamah
Syari'yah 2024;

Subsidair:

Atau apabila Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh
orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu
disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun
kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak
hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi
yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan
Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar
keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
bukti sebagai berikut:

A. Surat:
1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103035104820006 an.
Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan
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Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 10 Mei 2012. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim,
kemudian diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Idi Rayeuk Kabupaten Aceh

Timur Provinsi Aceh, Nomor 0118/030/IV/2019 Tanggal 24 April 2019.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan

paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-2;

B. Saksi:

1. Ridwan bin Abdullah, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Blang Rayeuk,

Gampong Titi Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.

Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Imam Desa. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai
Imam Desa;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat
tinggal di Dusun Blang Lhok, Gampong Titi Baro, Kecamatan Idi
Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, tetapi sejak tahn 2018 keharmonisan itu terganggu karena
Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi sendiri sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,
mereka sering cek cok;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat sangat temperamen: sering marah-marah
tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berkata kasar dan memaki-
maki Penggugat, Tergugat memukul Penggugat hingga meninggalkan
lebam-lebam di tubuh Penggugat, Tergugat juga mengusir Penggugat

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah bersama, Tergugat mengalami kelainan seksual dengan
cara memasukkan mentimun dan terong ke dalam vagina Penggugat;

- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama,
sementara Penggugat tinggal bersama kakaknya (Saksi I1);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
Desember 2023;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat
gampong setempat sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;

2. Yunidar bin Idris, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mulia,

Desa Tualang Dalam, Kecamatanldi Timur, Kabupaten Aceh Timur.

Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Kakak Kandung. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai
Kakak Kandung Penggugat;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat
tinggal di Dusun Blang Lhok, Gampong Titi Baro, Kecamatan Idi
Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, tetapi sejak tahun 2018 keharmonisan itu terganggu karena
Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi sendiri sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,
mereka sering cek cok;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat sangat temperamen: sering marah-marah
tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berkata kasar dan memaki-
maki Penggugat, Tergugat memukul Penggugat hingga meninggalkan
lebam-lebam di tubuh Penggugat, Tergugat juga mengusir Penggugat

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah bersama, Tergugat sering bersetubuh dalam keadaan marah

dan memasukkan timun dan terong ke dalam vagina Penggugat;

- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama,
sementara Penggugat tinggal bersama Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

Desember 2023;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat
gampong setempat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan

Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti
tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokonya tetap dengan
dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang
berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang
dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan
tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata
ketidakhadirannnya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga
tidak mengajukan eksepsi tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa
tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara
aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada
tahap litigasi. Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun
kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap
mempertahankan isi gugatannya;
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Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini
pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan
bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak
pertengahan tahun 2023 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Sikap Tergugat telalu kasar kepada Penggugat, dan anak Tergugat
terlalu ikut campur dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat sampai hal-
hal kecil di besar-besarkan, dan Penggugat sebagai istri kurang di hargai,
Tergugat Tidak jujur dalam hal apapun dalam rumah tangga kepada penggugat,
Tergugat tidak bijaksana sebagai kepala keluarga dan tidak memperhatikan
serta memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat kurang peduli terhadap
Penggugat dan Tergugat Terlalu Pelit dan perhitungan Kepada penggugat yang
akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 17
Agustus 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat
didengar keterangannya karena tidak hadir;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat
beralasan hukum dan tidak melawan hak, Hakim perlu mempertimbangkan
bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan
tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena
menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan
pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau
orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang
diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1, P-2, dan 2 (dua)
orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 merupakan fotokopi akta
autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai
cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata
sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1)
dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985
tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
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tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas
Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Hakim menilai bahwa
alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah
memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 (fotokopi KTP Penggugat)
harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Aceh
Timur sehingga merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Idi untuk
memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal
73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta
Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami
istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk
mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan
Pemrintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keteranagan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kedua saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
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2. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sangat
temperamen: sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering
berkata kasar dan memaki-maki Penggugat, Tergugat memukul Penggugat
hingga meninggalkan lebam-lebam di tubuh Penggugat, Tergugat juga
mengusir Penggugat dari rumah bersama;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak
Desember 2023 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak
berhasil,
5. Bahwa saksi | dan saksi Il tidak sanggup lagi untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak
melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). “Suami
istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan
secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut
dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat
dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak
Desember 2023 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan
hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga, orang tua kampung,
serta mahkamahpun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar
rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual
patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari kitab
Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat
majelis yang berbunyi:

adlle uolall ade sllo lgzg 3] az g ll ans ) pac ixul bslg
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Artinya: “Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka
hakim menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang
diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf
(), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut
beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai,
sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan
Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu ba'in shughra sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan gugatan Penggugat tidak melawan hak atau bertentangan
dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan
Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara. Namun oleh karena
Penggugat telah diizinkan untuk berpekara secara prodeo menurut Surat
Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Idi, maka Penggugat dibebaskan dari
membayar biaya perkara untuk selanjutnya biaya perkara tersebut dibebankan
kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar’iyah Idi tahun 2024;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang
berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;
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Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Adi M. Ali bin M. Ali)
terhadap Penggugat (Nurlelawati binti Yahya);

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA
Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Rabu
tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446
Hijriah oleh Islahul Umam, S.Sy sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan
dibantu oleh Munawir Sazali, S.H.l sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Islahul Umam, S.Sy
Panitera Pengganti,

Munawir Sazali, S.H.I
Perincian biaya:

- Pendaftaran 'Rp 0,00
- Proses 'Rp 0,00
- Panggilan ‘Rp 0,00
- PNBP Panggilan Pertama ‘Rp 0,00
- Redaksi 'Rp 0,00
- Meterai :Rp 0.00
Jumlah 'Rp 0,00

(nihil).
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